KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa guna melakukan penyesuaian struktur dan

L

menjamin  terlaksananya kelancaran pelaksanaan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. Perlu untuk menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten Kayong Utara yang
ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali




=Dy

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang - 2 - Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547),

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan




Menetapkan
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Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun

2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA




KESATU : Mengubah dan menetapkan perubahan pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya NUR MUS JAEFAH
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

pPaya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA  KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

No. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM SATGAS
1 2 3 =
Ketua KPU Kabupaten Kayong
1. | Nur Mus Jaefah Pengarah
Utara
Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kayong
2. | Dahlia Utara Penanggungjawab
Divisi Hukum Dan
Pengawasan
Sekretaris KPU Kabupaten
3. | M. Muslih Adnan Ketua
Kayong Utara
4. | Radeyus Sitohang Kasubbag Hukum dan SDM Sekretaris
Kasubbag Teknis
5. | Adriani Ketty Penyelenggaraan Pemilu, Anggota
Partisipasi dan Hupmas
Kasubbag Perencanaan, Data
6. | Muraidah Anggota
dan Informasi
. ) Kasubbag Keuangan, Umum,
7. | R. Muharjanto Ari P. Anggota

dan Logistik




No. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM SATGAS
e 2 3 4
8. | Gabriel Gerdian Staf Subbag TPP dan Hupmas| Anggota Satgas SPIP

9. | M. Ulil Azmi

Staf Subbag TPP dan Hupmas

Anggota Satgas SPIP

Tri Nandang
Prihantoro

10.

Staf Subbag TPP dan Hupmas

Anggota Satgas SPIP

11. | Alitha Elsyeqyi

Staf Subbag TPP dan Hupmas

Anggota merangkap
Operator Sistem
Pengendalian Intern

Pemerintah

12. | Sri Kartini

Staf Subbag Hukum dan SDM

Anggota Satgas SPIP

13. | Eko Aminudin

Staf Subbag Keuangan, Umum
dan Logistik

Anggota Satgas SPIP

14. | Dessy Ramadhanti

Staf Subbag Perencanaan,

Data dan Informasi

Anggota Satgas SPIP

15. | Hendriyadi

Staf Subbag Keuangan, Umum
dan Logistik

Anggota Satgas SPIP

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd.

NUR MUS JAEFAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia,




